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Abstract

Patents as Intellectual Property Rights which areluded in exclusive rights that contain legal
construction. It basically must provide legal prctien for the application of financial and
techology-based on computer programs in Indonesizere it is given to the novelty of the
invention, inventive steps contained in it; and shecess of inventions that should be applicable
in industries that are developing at this time.ge tsshe assurance and legal protection against
fintech programs invention, it is necessary to bkofved up on legislation in the field of
intellectual property, especially in terms of sgé@atents which it related the fintceh programs
inventions in Indonesia, which are expected to pi®wsolutions to the legal problems in
Indonesia and to provide a clear legal directiohated the fintech programs inventions, on the
other hand, with the existence of the legislatiorihie field of special patent it is expected that
can obtain balanced legal protection related to pomer programs. Which must be in
accordance with the purpose of the invention itsel§upport the maximum efforts to achieve
people's welfare .

Keywords: Patents, Indonesian Law, Application of computergpams.

Abstrak

Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual, yang terndalam hak eksklusif yang mengandung
konstruksi hukum, pada dasarnya haruslah membepkdmdungan dan pengayoman hukum
terhadap aplikasi program komputer berbasis keuandan teknologi (Financial and
Technology) atau yang disebdintech yang ada di Indonesia, di mana hal itu diberipada
tindak kebaruan dari invensi, langkah inventif yaedkandung di dalamnnya. Serta keberhasilan
invensi yang seyogyanya dapat diterapkan dalamstridyang berkembang saat ini. Untuk
mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungaradagh program komputer yang berbasis
fintechitu sendiri, perlu ditindaklanjuti dari perundangeangan di bidang kekayaan intelektual,
khusunya dalam bidang paten khusus, yang terkansi di bidang program-programtechdi
Indonesia, dengan harapan untuk dapat memberikayel@saian atas permasalahan hukum di
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Indonesia, serta dapat memberikan arah hukum yelag ferkait penemuan program-program
fintech Selain itu, diharapkan dengan adanya perundadgngan di bidang paten dapat
diperoleh perlindungan hukum yang seimbang, yangambarus sesuai dengan maksud
diciptakannya invensi itu sendiri, yang diharapkantuk mendukung dalam mencapai
kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Paten, Hukum Indonesia, Aplikasi Program Computer

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Peranan internet dalam teknologi informasi telatlagiigunakan untuk mengembangkan

industri keuangan fifancial industry melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa dwyan.
Finansial dan teknologi informasi telah berkembammggimbangi tuntutan zaman dan pasar ekonomi,
dimana proses pembayaran, transfer, jual beli,daimroses pembiayaan yang dilakukan sehari-hari
dapat terwujud dengan praktis, fleksibel, aman tartunya modern. Kegiatan transaksi maupun
pembayaran yang kini dapat dilakukan secara elakirdisebut dengan istilafinancial Technology
(untuk selanjutnya disebut dengkimtech. Fintech terdiri dari beragam jenis, antara Isiiart up
pembayaran, peminjamareiiding, perencanaan keuangapefsonal financg investasi, ritel,
pembiayaandrowdfunding, remitansi, riset keuangan dan lain-lain, sedangkang saat ini menjadi
tren adalah pinjam meminjam uang berbasis teknolpmig dikenal dengan istilapeer to peer
landing (P2PLending.

Financial Technologyfintech) didefinisikan sebagai bisnis berbasiswtétigi yang bersaing
dan/atau berkolaborasi dengan lembaga keuangamsedifiotech bemula dari proses/ kegiatan
menciptakansoftware untuk memproses aktivitas yang biasa dilakukan #sjabkeuangan untuk
meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersipgbs¢s pembayaran menjadi lebih efisien,
atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan sfmamereka (menabung, melakukan
investasi, melakukan pembayarai§ebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peratusaita®tlasa
Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LayaRinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi, P2R-ending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekmolagalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempedn pemberi pinjaman dengan penerima
pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaemimjam dalam mata uang rupiah secara

langsung melalui sistem elektronik dengan menggamgkringan internet.

!lan Pollari,The Rise of Fintech Opportunities and Challengése Finsia Journal of Applied Finance,
ISSUE 3, 2016.
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Berdasarkan ketentuan POJK diatas, maka dapat dertebhahwa P2Rendingmerupakan
suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusdteada masyarakat dengan tujuan pinjam-
meminjam uang secaline melalui website atau aplikasi yang dikelola olelhugahaan tersebut.
Adapun proses terjadinya pinjam meminjam uang beitsgédak lagi membutuhkan pertemuan fisik
antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi diprrkan melalui aplikasi atau website P2P-
Lending Hal ini berdampak positif terhadap kegiatan pimjememinjam, yang nyatanya tidak lagi
membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam/ yaamimiam dan pemberi pinjaman, tetapi hanya
dilakukan melalui aplikasi atau website.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NBOJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, terdapéiga) pihak yang memiliki hubungan hukum
baik secara langsung maupun tidak langsung yabagse “Pemberi Pinjaman”, “Peminjam”, dan
“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Besbasknologi”. IstilahCrowdfundingsendiri
merupakan turunan dari istilaBrowdsourcing>Croudfundingdapat diartikan sebagai pendanaan
beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong myon

Dari ketiga pihak tersebut, secara definisi dapftad dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Teritaggnan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi untuk “Penyelenggara Layanan Pinjam MéamninUang Berbasis Teknologi Informasi”
yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggaratati@dan hukum Indonesia yang menyediakan,
mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Mamirlyang Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Kiasangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiukinitPenerima Pinjaman” adalah orang
dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karefjenjen Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Pasal 1 an8kPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamglBerbasis Teknologi menyebut “Pemberi
Pinjaman” sebagai orang, badan hukum, dan/ataunbasiaha yang mempunyai piutang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasign®ogi Informasi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pinjam Meaminjiang melaluiintechdengan cara
menjadi Pemberi Pinjaman, maupun bertindak selgyarima Pinjaman. Masyarakat yang memiliki
dana dapat berinvestasi daldintech sebagai Pemberi Pinjaman, sedangkan masyarakat yang
membutuhkan dana juga dapat menggundikéechsebagai Penerima Pinjaman. Kemudian pengelola

2 |swi Hariyani dan Cita Yustisia SerfiyarfPerlindungan Hukum Sistem Donation Crowdfunding &2ad
Pendanaan Industri Kreatif di Indonesidurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.4, Ditjeeraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan HAM R, Jakartasdbeber 2015, him. 355
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bisnis Pinjam Meminjanfintech akan berperan sebagai fasilitator dan penghubutaraampihak
Kreditor (Pemberi Pinjaman) dengan pihak Debitoen@ima Pinjaman)Fintech tidaklah sama
dengan layanan mobile yang diberikan oleh perbaskguh ini, melainkan model bisnis baru yang
saat ini dibuat untuk mempermudah akses dalam mémé&abutuhan masyarakat. Meskigfimtech
bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbamanun segala hubungan yang ada didalamnya
telah diatur oleh Bank Indonesia, untuk menjamipastian dan perlindungan ukum bagi konsumen
atau masyarakat. Teknologi finansial menurut PesatBank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017
adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yanghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau
model bisnis baru serta dapat berdampak padaittabiloneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi
kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayara

Peer to Peer Landingejatinya adalah suatu perjanjian yang dilakukamarseelektronik.
Menurut Undang-Undang ITE adalah suatu perjanjiama pihak yang dibuat melalui sistamline
Pendapat Edmon Makarim mendefinisikan kontrak ebelit sebagai perikatan ataupun hubungan
hukum yang dilakukan secara elektronik dengan meksad jaringan rfetworking dari sistem
informasi yang berbasiskan komputecofiputer based information syskendengan sistem
komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dantghsiomunikasitelecommunication basggang
selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputebal internet getwork of network® Apabila
dihubungkanPeer to PeerLanding juga merupakan salah satu aktivitas biskaim Electronic
CommercePengertian mengenkiectronic Commercseebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan
melalui tukar menukar informasi yang dihasilkansimipan, dan dikomunikasikan dengan
menggunakan sarana elektrorilptic, atauanalog termasuk EDI Electronic Data Interchangedan
email

Secara umum kegiatan transaksional tersebut ditaksa secaranline melaluiworld wide
weh Dengan menggunakan aplikasi yang telah dibudt Blenyelenggarintech dalam kaitannya
terhadap aspek Hak Kekayaan Intelektual. Secaranumiapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan
Intelektual yang merupakan terjemahan tagllectual Property Rightsebenarnya adalah keberadaan
hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intekdktonanusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta
manusia. Secara garis besar, berdasarkan konveesidasional yang menjadi induknya maka HKI
dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakuk ('ipta dan Hak-hak yang berkenaan dengan
Hak Cipta(Copyright & rrlated rights)yang berinduk kepada Konvensi Berrigeine Convrnlion

3 Edmon MakarimPengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajtsdam Kontrak Elektronik (E-
Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesisa Agustina, Gloria Juris, Vol.8,No.1, Jarnugril 2008, him.7
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1886) tentandProtection for Literary and Artistic Workslan Hak Kekayaan Industri@industrial
Property)yang berinduk kepada Konvensi IV.i(Baris Convention 1883yang melindungi hak-hak
industrial meliputi Paten, Merek, Desain Indusghasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(DTLST), dan sebagainya.

Perihal Hak Kekayaan Intelektual diibaratkan sebdg#ah yang didapat oleh
pencapaian seseornag tersebut, sehingga jika aagebekerja secara produktif, upaya dan
pengorbanannya akan memberikan hak baginya untuoklikidebih banyak produk daripada
orang lain yang kurang produkif. Namun dengan #adaya, seseorang tidak diperkenankan
oleh hak-haknya untuk merugikan hak asasi orang. I8eseorang tidak berhak untuk
merugikan orang lain atau hak untuk menghambatsakeseka pada masyarakaihn Locke
mengembangkan tedfine Fruit of Labouryang logikanya adalalitabour is mine and when
| appropriate objects from the common | joi my labm them. If you take the objects | have
gathered you have also taken my labor, since | hatt@ched my labor to the objects in
qguestion. This harms me, and you should not harmYua therefore have a duty to leave
these objects alone. Therefore | have properthéndbjects.

Pada rezim Hak Cipta, perlindungan terhadap kaaysek keilmuan dan kesusastraan
tampaknya adalah lebih mengarah kepada terbukaks@resi dari seseorang dalam menghasilkan
suatu karya intelektual itu sendiri, sehingga i@aki mengarah kepada kepentingan industrinya,
melainkan kepada perlindungan kepentingan hukubagdridengan titik berat pada hak moral dan hak
ekonomis. Agak kontroversi memang pendapat iniekarkebanyakan orang mengatakan bahwa hak
ekonomis dalam konteks ini adalah sama dengan kapgan industri terhadap suatu karya intelektual.
Menurut kajian kami hal ini sebenarnya jauh berb&deena tidak selalu suatu kepentingan ekonomis
dapat diartikan sama dengan kepentingan industba@i contoh, umumnya seorang pelukis ataupun
penulis buku tidak akan menekankan kepada nilaiekerainya, melainkan kepada kesenangan dan
kejujurannya dalam berilmu untuk memberikan seskapada masyarakat. Sedangkan si peujerbit
sebagai pemegang Hak Cipta tentunya akan lebihakamgnekankan kepada nilai industri dari buku
tersebut Sedangkan untuk hak industrial, tampakapg lebih ditekankan adalah kepada kepentingan
industrial itu sendiri, sehingga ia akan lebih aynenekankan kepada nilai ekonomis dari suatu
produk, proses, desain ataupun informasi itu sendehingga, wajarlah jika jangka waktu

4 Spyros M. Maniatis, Trademark Rights — A Justiiica Based on Property,P.Q.:No.2 Sweet and
Maxwell,2002, h. 157. Bisa juga dibaca pada Anthony D’ Aoreatd Doris Estelle Longnternational Intellectual
Property AnthologyAnderson Publishing, Cincinnati, 1996. him. 29-36
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perlindungannya adalah terbatas dan lebih penddimik@ng Hak Cipta sesuai dengan nilai
kepentingan industri itu sendiri. Sehubungan dengetkembangan teknologi digital, semua kreasi
intelektual yang semula dibuat di atas kertas kéamuedkan berubah wujud sebagai suatu informasi
digital (digital works)yang direpresentasikan dalam signal digital O dqkotle binary), baik yang
berbentuk teks, angka, garis, gambar, warna, masguoa jenis karakter- karakter informasi lainnya.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelufalyaa esensi dari suatu
program komputer sebenarnya adalah keberadaanntgd@ri ataupun "instruksi® yang
berfokus kepada proses agar suatu perangkat kersgsi sebagaimana yang ditentukan.
Jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dari hahdalah kejelasan dari instruksi itu sendiri,
sehingga jika suatu program tidak lengkap dan/atik jelas instruksinya, maka ia bukan
merupakan suatu program. Menurut World IntelecRralperty Organization (WIPO}For
the purpose of the law: Computer program means taofeinstruction capable, when
incorporated iti a machine-readable medium, of ¢agsa machine having information-
processing capabilities to indicate, perform or i@ a particular function, task or result;”

Di Australia, ada program komputer yang dapat meaiek perlindungan paten. Syarat agar
suatu program komputer memperoleh perlindungannpiiteadalah bahwa program komputer itu
haruslah bar@novel),tidak biasanydnot obvious)dan memenuhi kriteria sesuai dengan Patent Act
1990. Paten adalah merupakan hak monopoli yangrikkipe oleh negara kepada inventor, atau
seseorang yang mendapat hak tersebut dari invemtink jangka waktu tertentu, sebagai imbalan atas
penyingkapan dari invensi tersebut sehingga pitzk tdapat memperoleh manfaat dari invensi
tersebut. Paten bisa diberikan atas segala seganatumempunyai dampak praktis dan sebelumnya
tidak dikenal dalam teknologi yang berkaitan. Gtahenanya, bahan-bahan kimia, komposisi, mesin-
mesin, proses-proses untuk manufaktur dan bahkatuleeentuk baru dari kehidupan merupakan
hal-hal yang dapat dipatenkan. Paten memberikaruhalk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain
tetapi tidak memberikan hak kepada penerima patarkumengerjakan invensi. Penerima paten harus
melaksanakan hak patennya sendiri.

Invensi sederhana seringkali merupakan subyek mkten yang paling kuat dan paling
berharga. Kita tidak boleh beranggapan bahwa inviotek bisa dipatenkan hanya karena invensi
tersebut mengandung ide yang terlalu sederhana ldamya memerlukan usaha yang Kkecil.
Kompleksitas bukan merupakan terhadap invensi itgpkagram komputer. Selanjutnya, tulisan ini
akan membahas perundang-undangan dibidang paten degmat terkait dengan invensi terkait-
program komputer di Indonesia, serta akan membersukan bagaimana sebaiknya Indonesia
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menyediakan landasan hukum agar invensi terkagrprno komputer dapat dilindungi secara hukum.
persyaratan untuk bisa mendapatkan paten. Hal paligg penting untuk dapat mempatenkan suatu
invensi adalah terdapat adanya unsur keasliariremtor dimaksud, walau sekecil apa pun.

Pada umumnya, perlindungan hukum terhadap progoemplter diberikan oleh sistem hak
cipta. Namun demikian, perlindungan hukum yangediekan oleh sistem hak cipta seringkali
dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yaamadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta
tidak dapat menjangkau kreasi independen yang natgu bahkan sama dengan ide-ide yang
terkandung dalam suatu program kompéBemikian juga, hukum hak cipta tidak dapat melirgiun
pemilik program komputer dari perbuatan meniru apefungsional yang sama dari suatu program
komputer’

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dmmPaten (UU Paten) tidak secara
jelas mengatur apakah invensi terkait- program kdetpdapat dianggap sebagabject matteyang
dapat diberi paten. Sebaliknya, petunjuk Teknis &&®aan Substantif Paten telah menyebutkan
bahwa jika suatu program komputer dikombinasikangda perangkat keras dan menghasilkan
kontribusi teknis dibandingkaprior art, program komputer yang demikian dapat dianggap sebag
invensi. Ketentuan harus adanya kombinasi ini suskatgat tidak sesuai dengan keadsabject
matter untuk invensi terkait- program komputer di Jepaiag dmerika Serikat. Jika hal ini tetap
dipertahankan, maka hanya kombinasi program komplate perangkat keras saja yang dapat diberi
paten di Indonesia. Invensi terkait-program kompuytng tidak dikombinasikan dengan perangkat
keras seharusnya tidak akan dapat diberi patemddinesia meskipun invensi yang sama telah diberi
paten, misalnya di Jepang dan atau Amerika Serikat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi masukan meaiggerlindungan hukum atas
invensi terkait-program komputer di Indonesia térkaansaksi yang diselenggarakan berbasis

Financial and Technology (FINTECH)emberikan perlindungan hukum.
2. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis paten terpadplikasi program komputer
berbasidinancial and technologgi Indonesia

5 Aus AID, Short Course In Intellectual Property Rightgjvance, him. 91.

6 N. Stoianoff, Patenting Computer Software; An Australian Perspe¢tEuropean Intellectual Property
Review, Vol.21, No.10, 1999, him 500-507

7 R.J Hart,The Case For Patent Protection For Computer Progrémientions Computer Law and
Security Report, Vol.13, No.4, 1997, him 247-252
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3. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagngemban ilmu hukum,
terutama hukum bisnis dan/ atau hukum perjanjiataif® itu, memberikan masukan pada

bidang hukum paten terhadap aplikasi program koenghérbasiéinancial and technology

4. Metode Pendlitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas psatahan ini adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian yang didasarkan padafpgan perundang-undangan-undang Paten.
Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitiaadaiah pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach)pendekatan konseptu@lonceptual Approach)Pendekatan perundang-
undangan $tatute Approaghadalah pendekatan yang dilakukan dengan menakawstua
perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut desgan isu hukum yang sedang
ditangani® Pendekatan konseptu&dnceptual Approaghadalah pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkegrelam ilmu hukuni.

. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Melalui Sistem Paten Yang Diberikan Terhadap Program

Komputer

Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk mencapaiaiuNasional yakni
meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana terdndddam alinea ke-4 Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td®45, namun disadari bahwa
bangsa Indonesia memiliki kekurangan dari segi md&eahlian dan teknologi. Untuk itu
diperlukan serangkaian kebijakan dan aturan yapatdaemenuhi kebutuhan itu, salah
satu kebijakan yang dapat dilakukan negara dalamgkea mensejahterakan
masyarakatnya adalah dengan memberikan perlindunglumm berupa Paten terhadap
suatu kreasi intelektual dalam bidang finansialgy@erbasis pada teknolodtigtech.
Terlebih lagi dengan tercapainya kesepakatan Rguset Pembentukan Organisasi
Perdagangan DunigAgreement on Establishing the World Trade OrgaimredWTO)
yang telah  disahkan melalui UU No. 7/1994, makalohesia berkewajiban

8 Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumPranada Media Group, Jakarta,2005, him. 93
9 lbid , him. 95
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menyempurnakan seluruh peraturan perundang-undaygatengan WTO. Di bidang
investasi, ketentuafrade Related Investment Measures (TRlivienjadi tolok ukurnya.

Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukanalitas suatu
bangsa.Ungkapan bahwa “siapa yang menguasai teknakan menggenggam dunia
ditangannya”, karenanya tidak dapat diragukan lagilau harus disikapi secara
bijaksana. Teknologi terkait dengan industrialigaiah menjadi tolak ukur pertumbuhan
ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangusaatu bangsa.Namun
kenyataannya ada kesenjangan penguasaan teknotagh @megara maju dengan negara
berkembang, seperti Indonesia. Oleh karana itu latasdih teknologi antara negara maju
dan negara berkembang menjadi isu sentral dalanerded dasawarsa, lebih-lebih
setelah tercapainya kesepakatan masyarakat intmmahs dalam World Trade
Organization (WTQ)

Teknologi jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuamaoadgup® (a) Produk; (b)
Proses; dan (c) Paradigma Etika. Teknologi sebdde application of scienc&erinduk
pada ilmu pengetahuascfence)yang merupakarthe enlarging international pool of
knowledge equally valid every wheté.llmu pengetahuan semula berawal dari
pengetahuarkfowledge)yang lambat laun menjadi disiplin ilmu yang mandimanakala
cabang-cabang ilmu melepaskan diri dari ‘batanigafatnya dan berkembang sesuai

metodologinya.

UNCTC mempergunakan istilah teknologi dalam dua pengerjiaitu dalam
pengertian sempit dan dalam pengertian RiadBalam arti sempit, teknologi adalah
“technical knowledge or know-how that is knowledgtated to the methods and
techniques of production of goods and servic&etangkan istilah teknologi diartikan
oleh UNCTAD sebagdi® Technology is an essential input of production, aaduch it is

bought and sold in the world market as a commoelitypodied in one of the following

10 Abdul Gani,Bahan Ajar Hukum dan Alih teknolgd?rogram Doktor Program Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaya, September 2002

11 1hid

12 Abdoel Ganiloc. Cit

13 United Nation Centreon Transnational Corporatit?iNCTC), Transnational Corporations in World
Developmennthird Survey, New York, 1983, him. 2
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forms (i) in capital goods and sometimes intermgd@oods which are bought and sold
in markets, particulary in connection with investrnelecision; (ii) in human labour
usually qualified and sometimes highly qualified apecialized manpower, with capacity
to make correct use of the equipments and techsignd to master a problem solving
and information producing apparats in informatiavhether of a technical or commercial
nature, which is provided in market, or kept sea®part of monopolistic practice.

Pada tahun 1474 yang menetapkan sebagai bétikRe it enacted that, by the
authority of this council , every person who slnllld any new and ingeneous device in
this city, not previously made in this Commonweatthall give notice of it to the office of
our general welfare Board when it has been reduoegerfection so that it can be used
and operated. It being forbidden to every othersperin any of our territories and town
to make any further device confroming with and lsinto said one, without the consent
or licence of the author, for the term of 10 yeagkad if anybody builds it in violation
hereof, the aforesaid author and inventor shalleoétled to have him summoned before
any Magistrate of this city, by which Magistrate thaid infringer shall be constrained to
pay him one hundred ducats, and the device shales&oyed at once”.

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industdusgtrial property rights)
memegang peranan penting dalam proses industradisasl negara. Pemberian Paten
untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi tedgiojang harus dilindungi. Apabila
tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebék inventor menyimpan
teknologinya. Pada awalnya kantor-kantor Paten mieAka Serikat dan Eropa tidak
bersedia memberikan hak paten untuk invensi yamgpbeprogram komputer. Alasan
mereka adalah Paten diberikan untuk invensi yangipae proses, mesin, alat-alat
manufaktur, dan komposisi material seperti kompdsmia. Menurut mereka hak paten
tidak dapat diberikan pada penemuan dibidang maiieamakantor Paten Amerika

Serikat pada awalnya memandang bahwa program kempatiau invensi yang

1 Travis Brown,Historical First Patents : The First United StatBatent for Many Everyday Thinghe
Scarecrow Press, London, 1994, him. 1-2. Bisa fligguk dalam Mandichyenetian Patent (1450-155®atent
and Trademark Office Society, 1948, him. 177 dayajpada Mtthew Fisher, “Classical Economics antbBbphy
of the Patent Systeml,P.Q: No.1 , Sweet & MaxwelR005, him. 1-7. Bisa juga dirujuk pada Ita GampiHukum
Paten Sebelas Printing, Jakarta, 1995, him. 6-11.

82



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

mengandung program komputer sebagai rumus mateasdikata dan bukan mesin atau
proses!® Demikian pula kantor-kantor Paten di erofguropean Patent Offigejuga
menganggap program komputer bukan sebagai subyekpdimn dan pandangan ini
sejalan dengan Konvensi Paten Erofgur@pean Patent Conventipnyang tidak
menggolongkan program komputer sebagai suatu intens

Di Indonesia mengenai Paten diatur dalam Pasal gkaail Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 yakni sebagai: “Hak ekskluaiigy diberikan oleh negara kepada
Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologituk jangka waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensi tersebut atau beekan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Apab@ayelenggar&intechingin untuk
mendapatkan perlindungan atas kreasi intelektualmanya harus mendaftarkan
program komputernya di kantor paten di tiap-tiagara dimana dia menghendaki adanya
perlindungan paten atas program komputernya. DebhgdakuknyaPatent Cooperation
Treaty dimana Indonesia juga menjadi anggotanya. Indonesigjadi anggotdatent
Cooperation Treatyperdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomorah@irir 1997
Tentang Pengesah&atent Coorporation Treaty (PCT) and Regulationsieinthe PCT
Inventor program komputer (Penyelenggara) dapat peenteh perlindungan paten di
negara-negara anggota PCT yang dikehendakinyaadeeesamaan.

Program komputer yang diciptakan oleh seseorangurmaermukum Indonesia
dikategorikan sebagai benda dan hubungan hukunmk untmperoleh benda tersebut
(Hak Kekayaan Intelektual). Dengan kata lain meligaenda taak dan perikatan
(verbinteni$ pendapat Van Apeldoorn menyatakan bahwa hartaykea adalah benda
milik seseorang yang memiliki nilai ekonomis. Leltdmjut berdasarkan ketentuan Pasal
499 Burgerlijk wetbooeKBW) pengertian bendagak yakni meliputi baranggood dan
hak (ech)). Baik harta kekayaan maupun hak yang melekatashgga diakui dan
dilindungi berdasarkan bukti yang sah (Sertifikate) yang diberikan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian HukumkHiiak Asasi Manusia.

15 A, The History of Software PatenBeck & Tysver, 2000, him. 43
16 protection of Software Related Inventions In Eurepel Japan Ladas & Parry Intellectual Property
Lawyers, 1996.
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Bila mengingat program komputer merupakan bagiarn tkknologi, maka
perlindungan hukum melalui sistem paten seharustiperikan terhadap program
komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) STR#Ag berunyi:*Subject to the
provisions of paragraph 2 and 3, patents shall bailable for any inventions, whether
products or processes, in all fields of technolgmwvided that they are new, involve an
intentive step and are capable of industrial apgtion. Subject to paragraph 4 of article
65, paragraph 8 of article 70 and paragraph 3 asthrticle, patents shall be available
and patent rights enjoyable without discriminatias to the place of invention, the field
of technology and whether products are importetboally produced

Program Fintech yang juga dapat menggerakkan perekonomian suatgséan
disamping juga memiliki manfaat. Disatu sisi bagneri Pinjaman dapat dijadikan
bisnis investasi dan sebaliknya bagi Penerima Riaja dapat dijadikan sumber
pendanaan bagi keberlangsungan kehidupannya. Na®onkian perlindungan yang
diberikan oleh negara dalam bentuk Paten juga nienb&tasan-batasan yang harus
diperhatikan. Dari uraian tersebut bahwa pelaksarfaagsi sosial dalam paten tetap

harus berlangsung atas dasar ketentuan yang adkisudnya:

1. Fungsi sosial dalam paten harus dilaksanaan spogparsional (teori keadilan
menurut Aristoteles).

2. Fungsi sosial dalam paten harus memberikan kesapalbaantara kepentingn
pemegang paten (Inventor) dan masyarakat (teodile@edari Apeldoorn);

3. Fungsi sosial dalam paten harus dilakukan secajar,yamgan sampai fungsi
sosial tersebu justru merugikan secara wajar dameggang paten (teori
keadilan dari Thomas Hoult, Soerjono Soekanto dsiethan B. Takeno);

4. Fungsi sosial dalam paten harus menjamin hak iovdethadap invensinya,
namun ada keperpihaan terhadap masyarakat teyaisthtidak mungkin dapat
bertahan hidup tanpa adanya perhatian khusus keadilan dari John Rawls);
Dari uraian tersebut diatas data disimpulkan, hak&kngsi sosial dalam paten
adalah pembatasan hak paten bagi kepentingan makayasecara adil.

Sedangkan criteria yang dapat diadikan pedoman kumiempermudah

84



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

menemukan fungsi sosial dalam sistem paten, adaladgai berikut :

1. Dalam sistem paten selain ditujukan untuk kepeatingemegang paten
(Inventor), juga harus ada ketentuan yang bermabéga masyarakat.

2. Sistem paten disamping berisikan wewenang sekajigies ada kewajiban
untuk pemegang paten melaksanakan suatu hal yamgabkat bagi

masyarakat.
C.PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai sesuatu yang dianggap memiliki nilai ekosdimggi, sebagai si pembuat
itu haruslah diberikan sesuatu sebagai bentukassmtas keunikan gagasan yang dimilikinya.
Kegiatan finansial yang berbasis teknoldgnfech memang merupakan seuatu hal baru bagi
industri keuangan di Indonesia. Sebagaimana transakiangan berbasis teknologi yang
dijalankan secaranline merupakan suatu terobosan baru dalam bidang peaanagesuatu
tersebut dijalankan dalam kaitannya dengan tekmnoglagg sudah barang tentu haruslah
diberikan suatu Lisensi dalam bentuk Paten olelar@edPaten yang dihasilkan juga berguna
sebagai suatu investasi yang dapat meningkatkaek@ewsmian suatu negara. Program
Fintechyang merupakan salah satu pada program Komputéb didjerikan perlindungan

dalam bentuk Paten.

2. Saran

Saat ini tidak jelasnya pengaturan tersebut saddiimga disebabkan oleh tidak
dipahaminya mengenai hukum Hak Kekayaan Intelekfaah ada, kegiatan transaksional
melalui mediaonline hanya dititikberatkan pada kelangsungan aspekdnigai saja tanpa
memperhatikan perlindungan bagi Inventor programsetaut. Sejatinya apabila Hak
Kekayaan Intelektual Inventor dihargai secara utl#m proporsional dikemudian hari
dimungkinkan terdapat Invensi-Invensi atau temuarutyang bermanfaat bagi kehidupan

bermasyarakat.
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